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PERATURAN BUPATI PURWORF^IO
NOMOR : 76 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KER.IA

BADAN PENANGGUI.,ANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PURWORE"IO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWORF^'O,

: a. batrwa dalam rangka melaksanakan ketenhran Pasal
lL2 ayat (2) Perahrran Daerah l(abupaten husrorejo
Nomor 18 Tahun 2OL2 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daeratr Kabupaten Rrrworejo, telah
ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2OL2
tentang Penjabaran Tugas Pokok, F\rngsi Dan Tata
Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
I(abupaten Rrrworejo;

b. batrwa dengan berlakunya Perahrran Menteri
Pendayagunaan Aparahrr dan Reformasi Birokrasi
Nomor 17 Tahun 2O2t tentang Penyetaraan Jabatan
Administrasi ke Dalam Jabatan 

- 
F\rngsional dan

Perattrran Menteri Pendayagunaan Apaiatur dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Stnrktur Organisasi Pada Instansi
Pemerintah Unhrk Penyederhanaan Birokrasi, maka
Perahrran Bupati sebagaimana dimaksud pada
huruf a, sudatr tidak sesuai lagi dan perlu diganti
dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang banr;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan ssfuegaimana
dimaksud pada huruf' a dan huruf b, perlu
menetapkan Perahrran Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Ttrgas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Badan Penanggulangan Bencana . Daeratr
I(abupaten Rlrrorejo.
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Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 195O tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
I-embaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587),

telah diubah beberapa kali, terakhir
denganUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor lL4, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor L87,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 64O2);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun
2OO8 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencan Daerah;

6. Peraturan Menteri Aparatur dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2O2L tentarry
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 525);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2O2l tentatg

Strukfirr Organisasi Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 18
Tahun 2Ol2 tr;ntang Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah
Daerah l(abupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor l7);
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PERATURAN BUPATI
SUSUNAN

TENTANG KEDUDUKAN,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA

TATA KER.'A BADAN
DAERAH KABUPATEN

PENANGGUI,ANGAN BENCANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
l. Daerah adalah Kabupaten Punrorejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Pemrakilan
Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
Daerah yang Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Badan Bencana Daerah yang

disingkat BPBD, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupa.ten Purworejo.

7. Kepe.la Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya
disebut Kepala BPtsD, adalah Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Purworejo.

8. Kepala Pelaksana Badan Bencana Daerah yang
selanjutnya disebut Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala
Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

9. Sekretaris Badan Bencana Daerah, yang
selanjutnya disebut Sekretaris, adalah Sekretaris BPBD.

1O. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada BPBD.
11. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada BPBD.
12. Sukoordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan

tugas dan fungsi koordinasi serta kegiatan sesuai
bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebogaimana peraturan
perundang-undangan tentang organisasi dan tata ke{a instansi.
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13. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut
Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

14. Pejabat adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagran Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) BPBD berkedudukan di bawah dan bertanggungiawab kepada
Bupa.ti;

(2) BPtsD dipimpin oleh Kepala BPBD.

Bagian Kedua
TUgas

Pasal 3

BPBD mempunyai tugas :

a. dan terhadap usaha
penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana,
penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan
setara;

standarisasi serta kebutuhan
bencana berdasarkan peraturan

c. menJrusun,
bencana;

peta rawan

d. menyusun dan
e. melaksanakan

prosedur tetap penanganan bencana;

f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan
bencana;

bencana kepada
Bupati seti^p bulan sekali dalam kondisi normal, dan sewaktu-
waktu saat dibutuhkan apabiLa dalam kondisi darurat bencana;

g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
dalam rangka penanggulangan bencana;

h. mempertangungiawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari
Anggaran dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapa.tan

b.

dan

dan Belanja Negara, serta sumber-sumber
sah; dan

lain yang
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i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan sebegaimana dimaksud dalam Pasal 2,
BPBD

b. kegiatan bencana
secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

monitoring, evaluasi,

a. perumusan dan penetapan kebljakan penanggulangan bencana dan
penanganan pengungsi dengan senantiasa bertindak cepat, tepat,
efektif dan efisien;

c.
terhadap

d.
e,

tugas dan

(1) Susunan Organisasi
a. Kepala BPBD
b. Unsur Pengarah;

Bidang
Bidang
Bidang

tugas bidang
dan pelaporan

bencana;
kesekretariatan Badan; dan

lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Bagran Kesatu
Umum

Pasal 5

, terdiri atas :

c. Unsur Pelaksana, membawahkan;
1)
2l
3)
4l
s)

Kedaruratan dan logistik;
Rehabilitasi dan

(2) Unsur Pengarah dimaksud pada ayat (1

Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

Kelompok Jabatan Fungsional.

berada di bawah dan

(3) Unsur pelaksana se

bawah dan

jawab kepada Kepala BPBD.

bagaimana dimaksud pada ayat

) huruf b,

(l) huruf c,
oleh seorang KepaLa Pelaksana yang berada di

jawab kepada Kepala BPBD.
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(a) Bagan organisasi BPBD adalah tercantum dalam
l,ampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala BPBD

Pasal 6

(1) Kepafa BPBD, membawahkan:
a. Unsur Pengarah;dan
b. Unsur Pelaksana.

(2) Kepala BPBD secara ex-olfrcio diiabat oleh Sekretaris Daerah.

(3) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memimpin
tugas dan fungsi BPBD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga
Unsur Pengarah

Pasal 7

(1) Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan masukan
dan saran kepada Kepala dan Unsur PeLaksana dalam

bencana di Daerah, baik diminta maupun tidak
diminta.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Unsur Pengarah
a. perumusan konsep

fungsi:
pelaksanaan kebljakan penyelenggaraan

penanggulangan bencana di Daerah;
b. pemantauan

Daerah; dan
bencana di

c. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana
di Daerah.

(3) Unsur Pengarah terdiri dari:
a. Ketua yang dijabat oleh Kepala BPBD; dan
b. Anggota.

(a) Anggota sebegaimeura dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari:
a. pejabat Pemerintah Daerah yang terkait; dan
b. tenaga profesional/ ahli.

(5) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimena dimaksud pada ayat (4)
huruf a, berasal dari satuan kerja perangkat daerah yang terkait
dengan penanggulangan bencana.
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(6) Tenaga
huruf b,

ahli dimaksud pada ayat
dan tokoh masyarakat

(2t
diberasal dari pakar, profesional,

Daerah.

(71 Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,
9 (Sembilan) orang, yang terdiri dari :

a.5 (Lima) orang pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pa.da ayat (4) huruf a; dan

b.4 (Empat) orang tenaga profesional/ ahli sebagaimana dimaksud
pada ayat (a) hurufb.

(8) mekanisme pemilihan anggota dan hal-hal lain yang
ssfuagrimana dimaksud padaberkaitan dengan Unsur Pengarah

ayat (1), diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Bagran Keempat
Unsur Pelaksana

Pasal 8

(1) Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan
bencana yang meliputi saat tanggap darurat dan

secara terintegrasi serta membantu Kepala BPBD
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sehari-hari.

(2) Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1),
Unsur Pelaksana menyelenggarakan
a.
b.
c.

(3) Pengoordinasian sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana yang
dilaksanalan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat

fungsi:
bencana;
bencana; dan

daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal, lembaga usaha,
dan/atau pihak lain pada tahap prabencana dan pascabencana.

(4) Peng[omandoan sebagaimana dimaksud pa.da ayat (2) huruf b,
fungsi komando Unsur Pelaksana yang dilaksanakan

melalui sumber daya manusia, peralatan, logistik dari
satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal dan/atau

dilaksanakan secara

penanggulangan bencana.

fungsi pelaksanaan
terkordinasi dan

yilrg
terintegrasi dengan satuan
daerah instansi vertikal

kebljakan
ketentuan

pihak lain serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam
rangka penanganan darurat bencana.

(5) Pelaksanaan dimaksud pada ayat (21 huruf c,

keda perangkat daerah lainnya di
darrlatau pihak Lain dengan

Unsur Pelaksana

bencana dan
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(6) Unsur Pelaksana terdiri dari:
a. Kepala Pelaksana;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
d. Bidang Kedaruratan dan togistik;
e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf I
Kepala Pelaksana

Pasal 9

Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan
tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan
ayat (21, serta membantu Kepala BPBD dalam memimpin pelaksanaan
tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 1O

(f) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Pelaksana BPBD.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat.

Pasal 11

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian
penyiapan perumusan kebljakan teknis dan penyelenggaraan tugas-
tugas Bidang secara terpadu, pelayanan dan pengendalian
administrasi, yang meliputi perencanuran dan pelaporan, keuangan,
umum dan kepegawaian.

Pasal 12

Dalam meLaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,
Sekretariat menyelenggaral<an fu ngsi:
a. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
b. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara

terpadu;
c. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian

administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
d. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian

administrasi keuangan;
e. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian

administrasi umum dan kepegawaian; dan
8
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f. pelaksanaan tugas kedinasan Lain yang diberikan oleh Kepala
Pelaksana BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 13

(1) Susunan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam
pasal 1O ayat (1), terdiri atas :
a. Subbagian Keuangan;
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
c. Jabatan Fungsional.

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf
b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Selrretariat.

(3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
pejabat fungsional yang bertugas melaksanakan

koordinasi serta kegiatan urusan
evaluasi dan melalui penetapan sebagai Subkoordinator
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang berkedudukan dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.

Pasal 14

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1)
huruf a, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan

(4) Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diiabat oleh pejabat fungsional dengan
jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pel,aksana senior yang
ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan

tugas dan kegiatan sesuai dengan tugas
sebagai Subkoordinator.

perumusan dan kebijakan teknis, dan
administrasi di bidang yang meliputi

akuntansi dikeuangan, verifikasi, pembukuan dan
BPBD, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang

sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 15

Subbagian Umum dan Kepegawaian bagaimana dimaksud pada Pasal
13 ayat (1) huruf c tugas bahan perumusan
dan melaksanakan keb[jakan teknis, melayani dan

di bidang umum dan yang meliputi
pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum,
organisasi dan tatalaksana,

di lingkungan
yang diberikan

serta melaksanakan tugas

hubungan
rrmah tangqa dan

kedinasan lain oleh Sekretaris sesuai dengan tugas
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Pasal 16

Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai
tugas bahan perumusan dan melaksanakan kebiiakan
teknis, melayani dan di bidang
perencanaan, evaluasi dan , yang meliputi
men5rusun rencana dan program, penganggarran, pengelolaan sistem
informasi, evaluasi dan pelaporan di BPBD, serta

tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Sekretariat sesuai dengan tugas jabatannya.

Paragraf 3
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 17

(1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.

(2) Bidang
Bidang.

Pasal 18

dan Kesiapsiagaan dimaksud pada

Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala

pasal 17 ayat (1)
kebijakan teknis,

mempunyai tugas melakukan

pengendalien di bidang pencegahan dan

Pasal 19

DaIam
Bidang

perumusan
dan

bencana.

tungsi:

pelaksanaan, dan pengendatian di bidang
bencana;

b. penyiapan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang
bencana; dan

a,

c.

tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,
dan Kesiapsiagaan

perumusan kebiiakan teknis,

Pelaksana BPBD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 2O

(l) Susunan Organisasi

tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

dan
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf c, terdiri atas

KelompokJ abatan Fungsional.
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l2l Kelompok Jabatan Ftrngsional sebagaimana dimaksud pa.da ayat
(1), dafam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta
pengelol,aan kegiatan Bidang dan Kesiapsiagaan,
melalui penetapan sebagai Sub Koordinator sestrai dengan ruang
lingkup tugasnya dan jawab kepada Kepala Bidang
Pencegahan dan

(3) Subkoordinator pada ayat(21terdiri dari :

Subkoordinator Pencegahan; dan

(41 Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dljabat oleh
pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda
atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas
tambahan pelaksanaan tugas dan pengelolaan
kegiatan sesuai dengan tuga.s masing masing.

Pasal 2l

Subkoordinator Pencegahan sglagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian serta
pembinaan di Bidang Pencegahan bencana, yang meliputi:
a. pen5rusunan dan pelaksanaan r€ncana dan program kerja di bidang

pencegahan bencana;

a.
b.

b. penyiapan bahan perumusan kebiiakan teknis
mitigasi bencana;

c. pelaksanaan koordinasi di bidang pencegahan bencana;
dan pengkoordinasian pencegahan dan mi lgasi

bencana;
e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan;
f. penyu.sunan pusat data dan informasi kebencanaan;

pembinaan pencegahan dan mitigasi bencana;
analisis, penJrusunan, penetapan, dan

peta rawan bencana;
i. pengembangan dan pemeliharaan sistem peringatan dini bencana;

d.

c.
h.

penyelenggaraan dan pengkoordinasian
bencana;

k. pelaporan pelaksanaan penanggulangan
l. fasilitasi
m. evaluasi

dan

upaya pengurangan risiko

bencana;

diberikan oleh Kepala
sesuai dengan tugas

J.

tugas pokok dan fungsi Unsur Pengarah;
di bidang pencegahan bencana;

n.
o.

pelaporan di bidang pencegahan bencana; dan
tugas kedinasan l,ain yang

Bidang dan
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Subkoordinator KesiaPsiagaan
ayat (3) huruf b,

meliputi:

kesiapsiagaan

bencana dan

prosedur

bencana;

dalam

melalui gladi Lapang,
bencana;

evaluasi di bidang

dan kebljakan teknis, serta
di bidang kesiapsiagaan bencana, yang

dan rencana dan program kerja di bidang
bencana;

bahan perumusan kebijakan teknis kesiaPsiagaan
peran serta masyarakat;

analisis, dan
bencana;

dan dan
peran serta masyarakat ddam

kesiapsiagaan dan peningfu.tan peran serta masyarakat
bencana;

tas di kawasan rawan bencana
simulasi, wajib latih, dan sosialisasi

Pasal22

dimaksud dalam Pasal 2O
tugas melakukan penyiapan bahan

bencana;

a.

b.

c.

d.

e.

f.

c.
h.
i.

di bidang kesiapsiagaan bencana; dan
tugas kedinasan yang diberit<an oleh Kepala

Pencegahan dan KesiaPsiagaan.

Paragraf 4
Bidang Kedaruratan dan Lagistik

Pasal 23

(1) Bidang Kedamratan dan logistik berkedudukan
bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD

di bawah dan

(21 Bidang Kedanrratan dan logistik dipimpin oleh Kepala Bidalg'

Pasal24

Kedaruratan dan logistik sebagaimana dimaksud pada pasal 23
perumusan

dan

bencana.
Pasal 25

Dalam meLaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,
Bidang Kedaruratan dan logistik menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebiiakan teknis,

dan pengendalian di bidang kedaruratan
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b. penyiapan perumusan kebljakan teknis,
pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang logistik

bencana; dan
c. tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Pelaksana BPBD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 26

(l) Susunan Organisasi Bidang Kedaruratan dan lagistik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf d, terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

(21 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta
pengelolaan kegiatan Bidang Kedaruratan dan logistik, melalui
penetapan sebagai Sub Koordinator sesuai dengan ruang lingkup
tugasnya dan jawab kepada Kepala Bidang
Kedaruratan dan logistik.

(3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
Subkoordinator Kedaruratan; dan
Subkoordinator logistik.

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) d{iabat oleh
pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda
atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas
tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan
kegiatan sesuai dengan tugas masing masing.

Pase.l27

Subkoordinator Kedaruratan sebagaimana dimaksud daLam Pasal 26
ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebiiakan teknis, serta
pembinaan di bidang kedaruratan penanggulangan bencana, 5rang
meliputi:
a. penlrusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang

kedaruratan penanggulangan bencana;
b. penyiapan bahan perumusan keb[jakan teknis di bidang

kedaruratan penanggulangan bencana;
c. penyelenggaraan kedaruratan dan operasional penanggulangan

bencana;
pemantauan dan analisis status dan tingkatan

keadaan darurat bencana;

a.
b.

d

e

f.

pembinaan, dan pelatihan
dan evakuasi korban bencana (search and

sosial dan pemberian rasa aman
resane)

pada
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c.
h.

bencana;
penanggulangan bencana; dan
lain yang diberikan oleh Kepala

kedaruratan
kedinasan1.

a.

b.

c.

d.
e.

f.
ct

h.

i.

dan logistik sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 28

Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
tugas bahan pemmusan

teknis, serta pembinaan
di bidang penanganan
bencana, yang meliputi:

b, liil:fiTl

bencana;

bencana;
analisis

pcngungsr logistik

keg'a di bidang
bencana;

dan
penanganan pengungsr dan logistik

kebutuhan, pemantauan, dan
bencana;

tuhan dasar

logistik

logistik

pengumpulan dan

sarana dan
dan penanganan
penanganan dan

pengembangan prosedur penanganan
dan

bencana;
dan

bencana;
dan

j
tuan berupa uang dan/atau barang serta jasa

bencana;
penanganan pengungsi dan logistik

bencana;
penanganan pengungsi dan logistik
dan

kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
dan Logistik sesuai dengan tugas jabatannya.

k.

l. tugas
Kedanrratan

Bidang

(U

Bidang Rehabilitasi
melaln:kan penyiapan

dan Rekonstmksi

BPBD
dibawah dan

5

(21 Bidang Rehabilitasi dan
Bidang.

Rekonstruksi dipimpin oleh Kepa.la

Pasal 29

Pasal 3O
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Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas pokok selagaimana dimaksud ddam Pasal
30, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

perumusan keb[iakan teknis,a.

b.

pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang rehabilitasi
pascabencana;

perumusan kebljakan teknis,
pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang rekonstruksi

dan
c, tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Pelaksana sesuai dengan tugas pokok dan ftrngsi.

Pasal 32

(1) Susunan Organisasi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf e, terdiri atas

Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Kelompok Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dalam tugas dan fungsi koordinasi serta
pengelolaan kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, melalui
penetapan sebagai
tugasnya dan

Sub Koordinator sesuai dengan ruang lingkup
jawab kepada Kepala Bidang

Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

(3) Subkoordinator pada qat 12) terdiri dari:
a. Su
b. Su

Rehabilitasi; dan
Rekonstruksi.

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dljabat oleh
pejabat dengan jenjang sekurang-kurangrrya ahli muda
atau senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas
tambahan tugas dan
kegiatan sesuai dengan tugas masing masing.

Pasal 33

Rehabilitasi sebgaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat
(3) huruf a, mempunyar tugas pokok melakukan penyiapan bahan
perumusan dan kebiiakan teknis, serta
pembinaan di bidang rehabilitasi pascabencana, yang meliputi:

rencana dan program kerja di bidanga. pen]rusunan dan
rehabilitasi pascabencana;

b. penyrapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi

c. dan analisis perlencanaan,
dan evaluasi rehabilitasi;
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d. dan , penJrusunErn,
dan analisis data dan informasi korban bencana, kerusal<an,
kerugian, perbaikan dan pemulihan seluruh aspek pelayanan publik
atau sampai tingkat yang memadai pada wilayah
pa.scabencana dengan sasaran utama normalisasi atau berjalannya
secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat
pada wilayah pascabencana;

e. evaluasi di bidang rehabilitasi pascabencana;
f. pelaporan di bidang rehabilitasi pascabencana; dan
at tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Rehabilitasi dan sesuai dengan tugas
J

Pasal 34

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayat (3) huruf b, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebljakan teknis, pengkoordinasian serta
pembinaan di bidang rekonstruksi pascabencana, yang meliputi:
a. penJrusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang

rekonstruksi pascabencana;
b. bahan perumusan kebljakan teknis di bidang

r,ekonstruksi
analisisdanc.

d.
pelaksanaan, dan evaluasi rekonstruksi pascabencana;

dan
dan analisis data dan informasi korban bencana, kerusakan,
kerugian, dan pembangunan kembali semua prasarrana dan sarana,

pada wilayah baik pada tingkat
maupun masyarakat dengan sasaran utanna tumbuh

dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya,
tegaknya hukum dan ketertiban, dan peran serta
masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pa.da
wilayah pascabencana;

e. evaluasi di bidang rekonstruksi pa.scabencana;
f. pelaporan di bidang rekonstruksi pascabencana; dan
c. tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Rehabilitasi dan sesuai dengan tugas

Paragrafkeenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

j

(1) Pejabat Fungsional
fungsional pada

sebagai pelaksana teknis
Daerah
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(2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara Langsung
kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat
atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

(3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan
fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja
dilaksanalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (l), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pembinaan terhadap Pejabat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-

Pasal 36

Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai
dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB TV

TATA KER.IA

Pasal 37

Kepala BPBD, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Kepala
Bidang, Kepala Subbagian, dan Kelompok Jabatan
Fungsional dalam tugasnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan kebijalran yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 38

Kepala BPBD, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Sekretariat, Kepala
Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subkoordinator, dan Kelompok
Jabatan dalam melaksanakan tugasnya
prinsip-prinsip manajemen yang meliputi penencanaan,

monitoring, evaluasi dan
sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
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Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas, Kepala BPBD, Kepala Pelaksana BPBD,
Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Koordinator, Kepala Subbagian,
Subkoordinator, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun
horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam
lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas
masrng-masrng.

Pasal 4O

(1) Kepala BPBD, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Kepala
Bidang, Kepala Subbagian, , pada Dinas

jawab dalam memimpin, dan
memberikan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahan masing-masing.

(2) Kepala BPBD, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Sekretariat, KepaLa
Kepala Subbagian, Su dan Kelompok Jabatan

wqiib dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan
sertabertanggung jawab pada atasan

menyampaikan laporan tepat waktu.

(3) Dalam laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan dapat
Lain yang secara fungsional

kepada satuan organisasi
mempunyai hubungan kerja.

(a) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala BPtsD, Kepala Pelaksana
BPBD, Kepala Kepala Kepala Subbagian,
Subkoordinator, dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan
sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan
bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 41

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 42

Kepala BPBD, Kepala PeLaksana BPBD, Kepala Sekretariat, Kepala
Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, dan Kelompok Jabatan
Fungsional di diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 45

(1) BPBD wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan
aparatur sipil negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis
beban kerja.

(2) kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil
negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun yang
berdasarkan prioritas kebututran

per I (satu) tahun

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang diangkat di
lingkup BPBD berdasarkan Nomor 62 Tahun 2Ol2 tentang Penjabaran
T\rgas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Pursrorejo tetap melaksanakan tugas dan fungsinya
sampai dengan diangkat pejabat baru
ini.

berdasarkan Peraturan Bupati

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

(1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Purrorejo Nomor 62 Tahun 2Ol2 tentang Penjabaran T\rgas
Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Purworejo, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

(2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja BPBD Kabupaten
Purworejo wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya
dengan Peraturan Bupati ini.
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Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

di : Punrzorejo
pada tanggal : 23 Eept eob6r 2021

I BUPATI PURWORF^IO,

e

8 AGUS

di : Purworejo
pada tanggal :2! Septenber 2c21

SEKRETARIS DAERAH PURWORE.IO,

6 sato RoMADHoN

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWORA'O
TAHUN 2021 NOMOR 75 SERI D NOMOR 23
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2L

I.AMP{RAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWORE,O
NOMOR ?6 TAHUN 2O2 t
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FI'NGSI SERTA TATA KEzuA BADAN PENANGGUI.ANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN PURIAIOREJO

BUPATI PURWORE.'O,,

D ,

UNSUR PENGARAH

- INSTANSI
- PROFESTONALI ALtLt

KEPAI,A BADAN PENANGGUI,ANGAN
BENCANA DAERAH

KELOMPOKJABATAN
FIJNGSIONAL

UNSUR PEI,AKSANA

KEPAI,A PEI,AKSANA

SUBBAGIAN
KEUANGAN

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN
UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

PE.'ABAT
FUNGSIONAL

BIDANG
PENCEGAHAN DAN

KESI,APSIAGAAN

KEI,OMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BIDANG
KEDARURATAN
DAN LOGISTIK

KELOMPOKJABATAN
FUNGSIONAL

BIDANG
REHABILITASI

DAN REKONSTRUKSI

KEI'MPOKJABATAN
FUNGSIONAL .
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